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Nomor : 421,1 5.52249433.101/ 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdas_a"ka”
pondawasan,  dan  pemantauan dengan ini memberikan
Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada

1. Nama Lembaga KBM SERUNI .
2. Alamat Lemnafga _ j SBeru?u' No. 26 Kel. Miajah Bangkaian
3. Lembaga didirikan sejak : 2005
4. Nomor NPSN ' P2965293
5. Tgl dan Nomor Akte Yayasan 119 Januari 2016 No. 02
6. No. Kemenkumham | AHU-0007679.AH.01.04.Tahun 2016
7. Kecamatan : Bangkalan

hasil pembinaan,

jin  Perpanjangan

. |
yang telah mengajukan ljin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendldtk_an Non FF"T‘;ﬁi
dan telah memenuhi Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Iji
berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“10 September 2024 s.d 10 September 2027 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atay terdapat perkembangan /
perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali,
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Lembaga ftersebut dapat diber [jin
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Iy M arnsar ( snvalenqgara: : |
R R Meridngen Penpsiofs . dan peraturan pef Undang

diberkan dalam batas ketentuan hukur
Undangan yang berlaku
Mengingat 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang SIStem
Pendidikan Nasional L
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional
Pendidikan
4, Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah Ya”_g
mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintan
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

9. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah.

6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan
Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta
masyarakat dalam Pendidikan Nasional,

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Memperhatikan

Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101
/2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitasi P
Pendirian/Perpanjangan  Sekolah  Pendidikan Anak
Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

enyelenggaraan ljin
Usia Dini dan
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-RUNI
Nama Lermpeg® Pra S[:TUH/’[ «al, Miajah Bangkalan
Alamat Lembaga JI Seruni NO. £8 RE
Lembaga didirikan sejak 20056
Nomor NPSN P2066293 ’
Tgl dan Nomor Akte Yayasan 10 Januari 2016 No, 02 i 2016
No. Kemenkumham AHU-0007679 AH,01.04. 18Nk
Kecamatan Bangkalan
Pemegang ijin Ini diwajibkan : o . sehingga
mal sedemikian rupa, ©

a. Penyelenggaraan Pendidikan Non Fo
memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat. 4
Undangan yang herlaku dan axkd

n ditentukan

b. Mentaati per Undang -
kemudian. P
kepada Kepala Dinas Pe

Mengirimkan laporan secara berkala
Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

ndidikan

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan [jin Operasional Perpanjanga
Pendidikan Non Formal, maka ljin Operasional Perpanjangan Pendidikan Non
Formal akan ditinjau kembali.

0 ini akan diatur lebih lanjut dalam

Hal hal yang belum diatur dalam keputusa
kekeliruan dalam

ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 10 September 2024
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